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 Skripsi ini berjudul Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi 
Sumatera Selatan Terhadap Produk Pagan Impor Yang Belum 
Bersertifikasi Halal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya 
produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal yang beredar di 
Indonesia termasuk di wilayah provinsi Sumatera Selatan khususnya 
kota Palembang. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi 
masyarakat terutama umat muslim tentunya mempunyai peranan akan 
perihal tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi 
ini adalah apa kriteria makanan halal dan haram dalam Islam dan 
bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera 
Selatan terhadap produk pangan Impor yang belum bersertifikasi halal. 
 Metodologi penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan 
(field research) studi kepustakaan (library research), dan studi 
dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang 
terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dari MUI Provinsi Sumatera Selatan langsung 
dengan melakukan penelitian lapangan tentang mekanisme penetapan 
fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat 
MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang 
belum bersertifikasi halal. Sedangkan data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, diantaranya yaitu Al-Qur’an , 
Al-Hadits dan buku-buku berkenaan dengan norma dan konsep tentang 
makanan dalam Islam. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini 
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan 
menggambarkan data melalui kata-kata atau kalimat dipisahkan 
menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas 
dan rinci. Kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu metode 
yang berangkat dari umum ke khusus. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan menurut 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi 
masyarakat mengatakan bahwa produk pangan impor yang belum 
bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua yaitu haram 
apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur yang di 





dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal namun dari 
cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam 
dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara mereka memproses 
produk pangan tersebut. 

























PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya 
mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola 
transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 
1987 dan No. 0543b/U/1987. 
Konsonan 
Huruf Nama Penulisan 
ا Alif ‘ 
ب Ba B 
ت Ta T 
ث Tsa S 
ج Jim J 
ح Ha H 
خ Kha Kh 
د Dal D 
ذ Zal Z 
ر Ra R 
ز Zai Z 
س Sin S 
ش Syin Sy 





ض Dlod Dl 
ط Tho Th 
ظ Zho Zh 
ع 'Ain ' 
غ Gain Gh 
ف Fa F 
ق Qaf Q 
ك Kaf K 
ل Lam L 
م Mim M 
ن Nun N 
و Waw W 
ه Ha H 
ء Hamzah ‘ 
ي Ya Y 
ة Ta (Marbutoh) T 
 
Vokal 
Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas 
vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong) 
Vokal Tunggal 
 
Vokal tunggal dalam bahasaArab : 





   Kasroh 
  و Dhommah 
Contoh : 
بتك =  Kataba 
ركذ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) danseterusnya 
 
Vokal Rangkap 
Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara 
harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf. 
Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 
ي Fathah dan ya Ai a dan i 
و Fathah dan waw Au a dan u 
Contoh : 
فيك : kaifa 
يلع : 'alā 
لوح : haula 
نما : amana 
يأ : aiatau ay 
 
Mad 
Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 






Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 
يا 
Fathah dan alif atau 
ya 
Ā 
a dan garis panjang 
di atas 
يا Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 
وا Dlomman dan waw Ū u dan garis di atas 
 
كنحبس لاق  :qāla subhānaka 
ناضمر ماص  : shāma ramadlāna 
يمر    : ramā 
عف انماهيف  : fiha manāfi'u 
وركميام نوبتكين : yaktubūna mā yamkurūna 
هيبلافسوي لاق ذا : iz qāla yūsufu liabīhi 
 
Ta' Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 
1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan 
dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 





3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan 
kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
4. Pola penulisan tetap 2 macam. 
Contoh : 
اةضورلالافط  Raudlatul athfāl 
ةنيدملا ةرونملا  al-Madīnah al-munawwarah 
 
Syaddad (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah tersebut. 
انبر = Robbanā لزن =   Nazzala 
 
Kata Sandang 
Diikuti oleh Huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung 







 Pola Penulisan 
باوتلا Al-tawwābu At-tawwābu 
سمشلا Al-syamsu Asy-syamsu 
 
Diikuti huruf Qomariyah 
Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai 
dengan di atas dan dengan bunyinya. 
Contoh: 
 Pola Penulisan 
عي دبلا Al-badi 'u Al-badīu 
رمقلا Al-qomaru Al-qomaru 
 
Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang 
ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-). 
Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 






نوذخأت = Ta'khuzūna   ترموأ=  umirtu 




Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. 
Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 
Contoh Pola Penulisan 
نيق زارلا ريخ وهلاهل نإو Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn 












MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 ِهِمَاعَط َٰىِلإ ُناَسْن ِْلْا ِرُظْنَيَْلف 
“maka hendaklah manusia itu meperhatikan makanannya” 
selain sehat makanan dan minumanan haruslah halal karena itu 
sangat berpengaruh pada diri kita 
 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan 
kepada : 
 Terima kasih kepada Allah SWT.  Atas nikmat serta 
rahmat yang telah diberikan selama ini. 
 Terima kasih kepada ayahanda  Muhammad Yamin dan 
Ibunda Upik Marlina yang tersayang dan tercinta yang 
telah memberikan segala-galanya untukku. 
 Terima kasih untuk saudaraku yang tersayang, Selpi Nur 






 Terima kasih untuk sabahat-sahabatku yang telah 
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A.   LATAR BELAKANG MASALAH 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-
obatan dan kosmetika pada saat ini telah mengalami perkembangan 
yang sangat pesat. Jika dulu pengelolahan serta pemanfaatan bahan-
bahan baku di lakukan secara sederhana dan apa adanya dari alam, 
maka sekarang manusia dengan pengetahuam dan teknologinya mampu 
merekayasa apa yang terdapat dalam alam. Dengan demikian 
pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam 
suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak lagi menjadi 
sesuatu yang sederhana. Jika dahulu untuk mengetahui kehalalannya 
dan kesucian ketiga hal tersebut tidaklah menjadi persoalan karena 
bahan-bahannya dapat diketahui secara jelas serta prosesnya tidak 
terlalu rumit, maka kini persoalannya tidak sesederhana itu.1 
Perkembangan ekonomi pada saat ini telah mampu menghasilkan 
berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang dan jasa yang 
                                                          
 1 Lukmanul Hakim, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk 
Halal” dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi 
Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-






dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan 
barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu 
terhadap yang lainnya dengan diversefikasi produk yang sedemikian 
luasnya dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan 
informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang 
dan jasa yang melintasi batas wilayah suatu negara yang pada akhirnya 
konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang 
ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari dalam maupun luar 
negeri.2 
Pada masa sekarang ini banyak sekali kita jumpai maraknya 
produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan 
berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut masih bayak 
sekali yang belom mencantumkan label halal padahal produk tersebut 
sudah lama beredar di masyarakat.  Lebelisasi halal yang secara prinsip 
adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang 
berlabel tersebut bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi yang 
dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara 
syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian 
                                                          
2Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan 






produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya 
dianggap belum mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk di klasifikasikan ke dalam 
daftar produk halal atau di anggap masih di ragukan 
kehalalannya.Sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang 
bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah 
beragama Islam. Maka telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan 
mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau 
najis. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam surah An-Nahl ayat 
114 yang berbunyi: 
 ُكْشاَو اابِ يَط الًَلََح ُ َّاللَّ ُمَُكقَزَر ا َّمِم اُولَُكف َّيِإ ُْمتْنُك ْنِإ ِ َّاللَّ َتَمِْعن اوُر َنُوُدبَْعت ُها  
Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 
hanya kepada-Nya saja menyembah”.3 
 
Ayat di atas diperkuat juga dengan beberapa ayat lain yang 
serupa. Di antaranya yaitu: 
 َأ اَي ُهَّنِإ ۚ ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اُوِعبَّ َتت َلًَو ااِب يَط الًَلََح ِضَْرْلْا يِف ا َّمِم اُولُك ُساَّنلا اَهُّي
  نِيبُم ٌُّودَع ْمَُكل 
                                                          
3Depertemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan terjemahannya, 





Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata 
bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 168). 
 
Dengan adanya ayat-ayat di atas berarti sudah jelas bagi muslim 
untuk tidak memakan yang haram. Pada makanan yang haram itu 
sendiri banyak mudharat bila kita memakannya. Diantara mudharat 
atau keburukan itu adalah tidak diterimanya doa, timbulnya penyakit, 
kerusakan iman dan moral masyarakat, dan sebagainya. Oleh 
karenanya kita harus bersyukur karena islam melarang kita untuk 
memakan yang haram. 
Sejauh ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kesehatan 
adalah segalanya serta memilih makanan dan minuman yang sehat 
berlabel halal sangat diutamakan. Maka tidak salah apabila Majelis 
Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh perusahaan makanan 
dan minuman baik impor maupun ekspor harus memiliki izin 
mendapatkan sertifikasi halal. Namun saat ini masih banyak sekali kita 
jumpai produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal 
diantaranya yaitu produk makanan LOTTE “Happy Promise Custard 
Cream Cakes” yang komposisi dalam pembuatannya yaitu tepung 
gandum, telur, gula halus, pemanis alami sorbitol, frukosa, minyak 





pengemulisian nabati, susu bubuk, kuning telur bubuk, perisa alami 
vanila, garam. Produk ini di impor oleh PT Tirta Buana Indoraya 
Jakarta dan diproduksi oleh Lotte Confectionery Pyeongteak Factory 
538-3, Gagok-Ri, Pyeongtaek-si, Korea. Selain itu ada juga produk 
makanan berupa fine wafer crackers “Waterthins” yang komposisi 
pembuatannya yaitu tepung terigu, keju bubuk, biji wijen, garam, 
minyak nabati ( mengandung antioksidan BHA), pengembang (natrium 
bikarbonat) perisa alami rye. Produk ini dimpor dan didistribusikan 
oleh PT Pandurasa Kharisma Jakarta dan diproduksi oleh Waterwheel 
Premium Pty Limited, Gateway Corporete Park Unil 6/11 David Street, 
dandenong, Victoria 3175, Australi. Kedua produk ini memang telah 
lulus uji dan sudah terdaftar oleh Badan Pegawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia  (BPOM RI), hal ini berarti secara kesehatan dua 
produk ini sehat untuk di konsumsi oleh masyarakat namun bagi orang 
beragama Islam yang sehat saja tidak cukup dikarenakan ada unsur 
lainnya yaitu makanan tersebut haruslah halal, untuk mengetahui 
produk tersebut halal atau tidaknya sudah pasti harus mempunyai 
sertifikasi label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi 
permasalahan di sini yaitu kedua produk ini belum terdapat label 





mengonsumsi produk tersebut yang mana produk tersebut banyak di 
jumpai di supermarket besar yang ada di Maal yang salah satunya 
terdapat di Carrefour PS Maal Palembang. 
Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan sudah 
mencoba untuk mengfungsikan perannya sebagai penyambung lidah di 
antara pemerintah dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia 
mempunyai lembaga independen yaitu LP POM MUI (Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmestika Majelis Ulama 
Indonesia). Semenjak didirikan sampai sekarang lembaga ini telah 
diakui otoritasnya sebagai lembaga yang paling berhak untuk 
mengeluarkan sertifikasi halal pada setiap produk pangan yang ada di 
Indonesia. 
Pencantuman tulisan pada dasarnya bersifat sukarela. Namun 
setiap orang yang memproduksi dan atau memasukan pangan ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai 
produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan 
halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan 
di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan 
dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan 





halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang diakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat 
Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi 
agama.4 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman. 5Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan 
kebutuhan dasar manusia  yang paling utama dan pemenuhannya 
merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat indonesia. Pangan harus 
senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam 
dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. 
Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam 
dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga 
negara yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dan 
mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap 
muslim. Sebagai orang Islam yang mempunyai aturan yang sangat jelas 
tentang halal dan haram seharusnya konsumen muslim terlindungi dari 
produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Tidak semua produk 
pangan, obat dan kosmetika disebutkan secara tekstual keharaman atau 
kehalalannya dalam al-quran atau hadis. Ketika al-quran atau hadis 
tidak disebutkan secara tekstual, maka hal ini disebutkan kriterianya 
saja. Kriteria kehalalan produk adalah thayyib (baik) sedangkan kriteria 
keharaman produk adalah khabit (buruk), najis, dharar (berbahaya), 
iskar (memabukan), dan mengandung juz al-jism al-basyari (organ 
tubuh manusia).6 
Disamping halal dan haram sebagaimana tersebut diatas, juga 
dikenal istilah syubhat. Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan istilah syubhat ialah sesuatu yang samar atau 
tidak jelas. Syubhat adalah perkara-perkara yang kurang atau tidak jelas 
hukumnya, apakah halal atau haram. Islam telah mengingatkan 
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umatnya agar menghindari atau menjauhi perkara-perkara yang 
syubhat.7 
Sejak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang 
beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, menyangkut 
apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, terutama menyangkut 
daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari 
tumbuhan, perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. 
Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang 
telah berubah menjadi khamar, baik berasal dari anggur, kurma, 
gandum, atau bahan-bahan lain.8 
Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh 
jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal karena 
setiap muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Kehalalan 
produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam. Hal ini 
menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam membeli atau 
mengonsumsinya. Jika pangan (makanan dan minuman) tersebut 
mengandung bahan yang haram maka makanan tersebut 
dipertimbangkan untuk mengonsumsinya, oleh karena itu dalam 
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memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntun 
untuk lebih teliti dan jeli. Meski demikian konsumen mempunyai 
keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang 
semakin komplek dan seringkali tidak dapat dijangkau lagi dengan 
indera.9Sementara tidak semua konsumen seiring dengan rumitnya 
masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui 
kehalalan produk pangan. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah 
bagaimana hukumnya produk pangan yang belom tersertifikasi halal 
yang beredar di masyarakat. Apakah memang belum didaftarkan poduk 
tersebut atau telah didaftarkan, namun belum tersertifikasi dikarenakan 
terdapat bahan-bahan yang mengandung unsur yang tidak 
diperbolehkan oleh syariat Islam. Apa kriteria makanan halal dan 
haram, apa pengaruh makanan halal dan haram tersebut serta 
bagaimana hukumnya produk pangan impor yang belum bersertifikasi 
halal. 
Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, dalam hal ini 
sangat menarik sekali untuk di teliti lebih lanjut dan mendalam, agar 
dapat di ketahui secara luas dan mendalam apakah hukum produk 
pangan impor yang belum bersertifikasi halal yang banyak sekali 
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beredar di masyarakat serta bagaimana pendapat Majelis Ulama 
Indonesia mengenai permasalahan tersebut. Oleh adanya kenyataan 
tersebut menarik untuk di teliti dan di angkat dalam pembahasan  
penelitian yang berjudul skripsi. “PENDAPAT MAJELIS ULAMA 
INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP 
PRODUK PANGAN IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI 
HALAL”. Sehingga penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman 
atau rujukan umat Islam pada umumnya dan khususnya di kota 
Palembang. 
 
B.   RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Fatwa Tentang Sertifikasi 
Halal? 
2. Bagimana Pendapat MUI Provinsi Sumatera SelatanTerhadap 
Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal ? 
 
C.   TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
Tujuan Penelitian 






2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan 
Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal. 
Kegunaan Penelitian 
1. Menambahkan pengetahuan dan pola pikir penulis dalam hal 
menulis karya ilmiah dan sekaligus menambahkan wawasan 
serta pengetahuan tentang kriteria makanan halal dan haram, 
pengaruh makanan halal dan haram, mekanisme penetapan 
fatwa tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama 
Indonesia terhadap produk pangan impor yang belum 
bersertifikasi halal. 
2. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kriteria 
makanan halal dan haram, pengaruh makanan halal dan haram, 
mekanisme penetapan fatwa tentang sertifikasi halal serta 
bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap produk 
pangan impor yang belum bersertifikasi halal. 
3. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi 
S1 pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam 






D.   PENELITIAN TERDAHULU 
Penelitian yang berkaitan dengan halal haramnya suatu produk 
telah banyak  di lakukan oleh  penelitian terdahulu. Dalam penyusunan 
serta untuk mengkaji skripsi ini, penulis mengembangkan dengan cara 
membaca kajian-kajian ilmiah yang terdahulu yang memiliki 
keterkaitan dengan judul ini, yang diantaranya yaitu sebagai berikut : 
 Dalam penelitian Meika Wahyui yang skripsinya berjudul 
“Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal”.Dalam 
karyanya ia menjelaskan bahwa Perkembangan restoran cepat saji di 
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena 
ini miris terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam 
seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgen 
dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kacamata kesehatan, tetapi 
terkait erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan iman dan 
takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini 
memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi 
aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang 
dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan 
baik (halalan thayyiban). Dengan demikian perlu pemikiran yang luas 





berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu 
ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan 
lain-lain.10 
Keterkaitan dengan penjelasan di atas menurut pendapat 
Muhammad Kholid dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis 
Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum 
Bersertifikat Halal”. Dalam karyanya ini ia menjelasakan bahwa 
perlindungan atas produk makanan olahan dipandang sangat penting 
dalam rangka menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan ekonomi. 
Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan 
mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan, 
tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada 
umumnya. Yang paling penting bagi seorang muslim dalam hal 
makanan dan minuman adalah sesuatu yang erat sekali kaitannya 
dengan ibadah. Sudah saatnya pemerintah menutup (meminimalisir) 
kerugian akibat peredaran dan penjualan produk yang dapat 
meresahkan masyarakat.Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur 
pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup. Maka perlu ada satu 
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kondisi budaya hukum yang menentukan terciptanya kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya produk halal.11 
Selanjutnya, dalam penelitian Permadi yang berjudul “Respon 
Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi 
Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan”. Dalam 
tulisannya menerangkan bahwa Respon Masyarakat Kelurahan 
Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap 
Produk Makanan Halal Dalam Kemasan, ternyata hasilnya cukup 
mengkhawatirkan karena yang menjadi pertimbangan konsumen yaitu 
lebih memperhatikan keterangan label masa berlaku makanan dari pada 
keterangan label halal yang tidak diutamakan dalam membeli produk 
makanan dalam kemasan.12Jadi dapat diketahui bahwa perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Judul 
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E.   METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang 
menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber 
data primernya yang objek utamanya yaitu Pendapat Majelis 
Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk 
Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan 
yang dimaksud agar dapat di ketahui dan ditemukan makna 
yang lebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalahan 
yang terjadi, yaitu apa kriteria makanan halal dan haram, apa 
pengaruh makanan halal dan haram serta bagaimana pendapat 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap 
produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal. 
3. Populasi dan Sample 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek  yang mempunyai 





dipelajari dan ditarik kesimpulan.Yang merupakan populasi 
dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang di 
Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan 
yang berjumlah sebanyak 120 orang. Sample dalam ini diambil 
secara purposive sampling, yaitu pengambilan sample harus 
berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, dan karateristik tertentu.13 
Sample diambil dari  sebagian jumlah populasi yang berstatus 
sebagai Sekretariat Umun Majelis Ulama Indonesia, Ketua 
Komisi Fatwa dan Wakil Sekretariat sekaligus sebagai Auditor 
LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang berjumlah 3 
responden. 
4. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga 
menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun 
kuantitatif yang menunjukan fakta  atau dapat didefinisikan juga 
sebagai kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang 
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dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.14 
a. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif, 
yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dari 
beberapa informasi15 yang menjelaskan tentang 
mekanisme penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama 
Indonesia Sumatera Selatan terhadap produk pangan 
impor yang belum bersertifikasi halal. Dalam penelitian 
ini penulis melakukan penelitian lapangan di Kantor 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. 
b. Sumber Data 
Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam 
penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau 
memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga 
akan meleset dari yang diharapkan.16 Sumber data ada 
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dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Sumatera Selatan langsung dengan melakukan 
penelitian lapangan tentangmekanisme penetapan fatwa 
Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan 
pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera 
Selatan terhadap produk pangan impor yang belum 
bersertifikasi halal. Sedangkan data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, 
diantaranya yaitu Undang-undang, Jurnal dan buku-
buku berkenaan dengan norma dan konsep tentang 
makanan dalam Islam.17 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh 
melalui dengan dua cara yaitu: 
a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dengan 
mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 
responden. Dengan cara berhadapan langsung antara 
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interviuwer dengan responden, dan kegiatannya 
dilakukan secara lisan.18 
b. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan 
data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui 
sejarah berdirinya lembaga Majelis Ulama Indonesia, 
peranan, fungsi, susunan kepengurusan dan lain 
sebagainya. Dalam hal ini penulis mempelajari 
dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang 
dianggap cukup penting yang terdapat dikantor Majelis 
Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui 
bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang 
ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam 
cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, 
penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang 
berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik 
tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal 
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yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil ini dapat mudah 
dipahami. 
 
F.   SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan dalam penelitian inidisajikan untuk 
memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi 
penelitian. Adapun sistematik pembahasan yang terdapat dalam 
penelitian ini terdiri dari lima bab. 
Bab Pertama, bab ini berisi dari beberapa bagian antara lain yaitu 
pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian,penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua, adalah sebagian teori-teori untuk membantu 
memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu dalam bab ini 
akan diuraikan mengenai konsep makanan dalam islam untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia yang telah diperinci dengan 
beberapa penjelasan di mulai dari pengertian makanan halal dan haram 
dalam Islam, kriteria makanan halal dan haram dalam Islam,dan 
pengaruh makanan halal dan haram. 
Bab ketiga, dalam bab ini akan mengambarkan mengenai tempat 





Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang akan di mulai dari sejarah 
pembentukan lembaga Majelis Ulama Indonesia, peran dan fungsi 
Majelis Ulama Indonesia dan susunan kepengurusan Majelis Ulama 
Provinsi Sumatera Selatan. 
Bab keempat, karena pada bab ini merupakan inti dari pada 
pembahasan maka penulis membahas tentang mekanisme penetapan 
fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk 
pangan impor yang belum bersertifikasi halal. 
Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan 















A. PENGERTIAN MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM 
ISLAM 
 Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan 
siapapun manusi yang hidup tentu membutuhkan makanan. Dalam 
Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia di atur oleh 
Allah termasuk mengenai makanan. Dalam bahasa arab makanan 
berasal dari kata at-ta’am dan jamaknya al-atimah yang artinya 
makanan-makanan.19 Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam 
makanan yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau 
sesuatu yang menghilangkan lapar.20 
 Halal berasal dari bahasa arab yang artinya adalah sesuatu yang 
dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah 
memperbolehkan untuk mengerjakannya.21Jadi pengertian makanan 
halal  adalah makanan yang baik yang dibolehkan untuk memakannya 
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menurut ajaran Islam yang sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. 
Pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat 
membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan 
tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis. Adapun dasar 
hukum makanan halal yaitu surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi: 
 َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ااب ِيَط لًلََح ُ َّاللَّ ُمَُكقَزَر ا َّمِم اُولُكَو َنُونِمْؤُم ِهِب ُْمتَْنأ يِذَّلا  
Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 
kamu beriman kepada-Nya”. 
 
Penjelasan dari ayat tersebut adalah dalam memilih makanan yang 
akan dikonsumsi yang perlu diperhatikan adalah hukumnya yaitu harus 
halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari 
makanan itu sendiri. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang 
tidak baik yang tidak diperbolehkan untuk memakannya menurut ajaran 
Islam  hal ini dikarenakan sesuatu yang haram adalah yang Allah larang 
untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang 
menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah baik di akhirat 
maupun di dunia akan ada sanksinya.22 
Ayat ini juga menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal 
hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut 
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merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan 
keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal 
dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.Dalam Al-Quran makanan 
yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yang  terdapat pada 
Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:23 
لًَوٍغَابَرْيَغ َّرُطْضِانََمفِهَّللاِرْيَغِلِِهبَّلُِهأاَمَوِريِزْنِخْلاَمَْحلَوَمَّدلاََوَةتْيَمْلاُمُكْيََلعَم َّرَحاَمَّنِإ ِإَلَفٍداَع
  ميِحَر  رُوَفغَهَّللاَِّنإِهْيََلعَْمث 
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan 
diantaranya yaitu: 
1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang 
mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang 
mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan 
buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai 
ikan dan belalang saja yangboleh kita makan. 
                                                          
 23Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 





2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, 
maksudnyaadalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan 
(mengalir)sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan 
yang ada padadaging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua 
macam darah yangdibolehkan yaitu jantung dan limpa. 
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik 
darahnya, dagingnya, maupun tulangnya. 
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah. 
Kategori bangkai yang disebutkan pada penjelasan diatas diperkuat 





لََو ُم َّلدٱَو ُةَتۡيَم
ۡ
لٱ ُمُكَۡيلَع ۡتَمِّ  رُح َو ِّري َم ِّه
ُ
أ ٓ ا ِّۡيَغِّل 
َّل ۡنُم
ۡ
لٱَو ّۦِهِّ ب ِّ َّللَّٱ  ُةَقِّنَخ
 َلَك
َ









َعَ َحِّ بُذ اَمَو ۡمُتۡي
َّ
ك ِّبُصُّلنٱ 







Artinya:”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 
dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang 
tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam 
binatang buas, kecuali sempat disembelih. Dan (diharamkan pula) 
yang disembeli untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib 
dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. 
 
Secara umum  di dalam al-qur’an hewan yang diharamkan untuk 
dimakan ada empat namun jika diperinci lagi menurut hadis akan 
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menjadi beberapa jenis hewan yang diantaranya yaitu keledai jinak, 
segala hewan yang bertaring, segala jenis hewan yang bercakar dan 
berkuku tajam, ular, kalajengking, cicak, anjing dan jallalah. Adapaun 
hadis yang berkenaan dengan dilarangnya hewan bertaring dan berkuku 
tajam akan diperkuat dengan hadis nabi yang diantarnya yaitu hadis 
dari Ibnu Abbas yang mengatakan:25 
 ِعاَب ِسلا َنِم ٍباَن ىِذ  ِلُك ْنَع ملسو هيلع الله ىلص ِ َّاللَّ ُلوُسَرىََهن َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
رْيَّطلا َنِم ٍَبلْخِم ىِذ  ِلُك ْنَعَو 
 
Artinya:”Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw melarang memakan setiap 
hewan yang bertaring buas dan mempunyai kuku untuk 
mencengkram”.(HR. Muslim no 1934).  
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa daging babi dan semua 
organnya hukumnya adalah haram. Produk-produk yang mengandung 
bahan baku daging babi berdasarkan pendapat di kalangan ulama 
adalah haram karena ia mengandung daging babi yang jelas disebutkan 
keharamannya oleh al-qur’an. Selanjutnya produk-produk yang 
mengandung campuran atau unsur lain dari babi baik ia susu atau 
lemak atau minyak babi hukumnya adalah sama dengan daging dan 
lemak babi. Oleh karena itu segala jenis produk yang di dalamnya 
terdapat kandungan babi maka hukumnya haram. Jangankan produknya 
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jual beli babi itupun sangat jelas di larang.26 Hal ini berdasarkan hadis 
yang diriwayatkan oleh Jabir berikut ini: 
  ُلُْوَقي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلوُسَر َعِمَس ُهْنَع ُالله َيِضَر ِالله ِدْبَع ِْنب ِْرباَج ْنَعَو
 َخْلا َعَْيب َم َّرَح ُهَلْوُسَرَو َالله َّنِإ :َةَّكَِمب َوُهَو ِْحَتفْلا َماَعمَانَْصْلًاَو ِرْيِزْنِخْلاِو َِةتْيَمْلاَو ِرْم ِ  
 
Artinya:“Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendengar Nabi Saw 
berkata pada tahun penaklukan kota Mekkah dan dia berada di 
Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya 
jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuh-
tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali 
yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.27 Bahaya adalah 
sesuatu yang harus dihindari, oleh karena itu benda-benda konsumsi 
yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan, dilarang untuk 
dikonsumsi. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman 
yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum 
memakannya baik banyak maupun sedikit.  
Larangan-larangan Allah pada dasarnya untuk menghindari 
bahaya. Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh. 
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Meminum khamar hukumnya haram, karena membahayakan akal. 
Memakan hewan yang di sembelih atas nama selain Allah adalah 
haram, karena membahayakan agama (akidah) karena kemusyrikan. 
Melakukan zina adalah haram, sebab membahayakan keturunan.  
 
B. KRITERIA DAN SYARAT MAKANAN HALAL DAN 
HARAM DALAM ISLAM 
Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan 
makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan 
danbenda lain yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tetapi tidak 
semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di 
bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang 
haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia 
memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, 
ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan 
berdasarkan ijtihad para ulama. 
Selain menetapkan ketentuan halal dan haram yang telah jelas 
ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadis, para ulama juga menetapkan 
keharaman ataupun sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang 
diindikasikan oleh al-Qur’an. Dari segi kriterianya dalam konsumsi 





segi zatnya dan konsumsi yang bersifat dari segi cara memperolehnya. 
Adapun yang bersifat dari zatnya antara lain tayyib yaitu sesuatu yang 
lezat, suci, tidak membahayakan pada tubuh dan akal serta khabits 
sebagaimana disebutkan oleh para ulama yaitu sesuatu yang najis, 
membahayakan pada tubuh dan akal, serta tidak lezat.28 
Najis yaitu setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. 
Benda-benda yang dapat dikategorikan najis menurut ulama karena 
keharamannya. Adapun benda-benda termasuk pada kategori najis 
yaitu setiap benda cair yang memabukkan, anjing dan babi serta 
turunannnya, bangkai selain manusia, selain ikan dan selain belalang, 
darah, nanah, muntah, tinja, air kencing dan sebagainya.29 
Najis juga diperbicangkan pada hewan pemakan najis atau kotoran 
yang disebut dengan jalallah. Jalalah ialah hewan yang memakan 
kotoran atau najis-najis yang lain. Hewan tersebut dapat berupa ayam, 
sapi, kambing, dan lain-lain. Jika hewan tersebut memakan makanan 
yang banyak najisnya maka ia disebut dengan jallalah. Sedangkan 
hewan yang makanannya rumput atau biji-bijian tidak banyak 
memakan kotoran atau najis maka ia tidak dikategorikan jallallah. 
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Untuk jallalah Rasul melarang memakan daging, menunggangi dan 
meminum susu jalallah. Hal ini berdasarkan hadis rasul dibawah ini: 
 ْنَع ٍحيَِجن يَِبأ ِنْبا ْنَع َقَحِْسإ ِنْب ِد َّمَحُم ْنَع َُةدْبَع اََنثَّدَح َةَبْيَش يَِبأ ُنْب ُناَْمثُع اََنثَّدَح
 ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر ىََهن َلاَق َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍدِهاَجُم ِةَل َّلََجْلا ِلَْكأ ْنَع َمَّلَسَو
اَِهنَابَْلأَو 
Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah 
telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq 
dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, 
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan hewan 
Jallalah dan meminum susunya”. 
Larangan terhadap jallalah ini selama ia memakan yang kotor-
kotor saja. Tetapi bila sudah dipisahkan dan diberi makanan yang baik 
dan suci, maka dagingnya menjadi baik, maka status daging tersebut 
menjadi halal dan susunya boleh diminum, serta hewan tersebut boleh 
juga untuk dikendarai. 
Kriteria dalam konsumsi makanan yang bersifat dari segi cara 
memperolehnya diantaranya yaitu suḥt adalah suatu istilah yang 
digunakan untuk sesuatu yang haram dalam memperolehnya misalnya 
dari hasil transaksi riba, sogokan, dan setiap usaha yang tidak halal. Al-
Qur’an menjelaskan aktivitas memperoleh konsumsi dengan kriteria 
rijs dalam arti pengertian yang abstrak atau pengertian ḥukmiyah. 





yaitu kegiatan yang berkaitan dengan khamr, judi, berhala dan 
mengundi nasib. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh surah Al-
Mā’idah ayat 90 yang berbunyi:30 
 ِلَمَع ْنِم  سْجِر ُملًْزلْاَو ُباَصْنلْاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمَّنِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي
 َل ُهُوِبَنتْجاَف ِناَطْيَّشلا َنوُحِلُْفت ْمُكََّلع  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan” 
 
Fasiq adalah sebutan bagi orang yang tidak mentaati Allah dan 
mendustakan Rasul-Nya. Hal yang berkenaan dengan fasiq dalam 
konsumsi terdapat  pada surah Al-An’am ayat 121 yang berbunyi:31 
 ِ َّاللَّ ُمْسا ِرَكُْذي ْمَل ا َّمِم اُولُْكَأت لًَو ىَِلإ َنوُحُويَل َنيِطَايَّشلا َِّنإَو  قْسِفَل ُهَِّنإَو ِهَْيلَع 
 َنوُكِرْشَُمل ْمُكَّنِإ ْمُهوُُمتْعََطأ ْنِإَو ْمُكُولِداَُجيِل ْمِِهئَايِلَْوأ 
 
Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan 
yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; 
dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi 
orang-orang yang musyrik”. 
 
 Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria fasiq 
merujuk kepada perbuatan dosa yang menunjukkan seseorang keluar 
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dari ketaatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Setiap konsumsi atau 
sumber konsumsi yang mengandung kriteria fasiq atau berasal dari 
perbuatan fasiq adalah termasuk kategori konsumsi yang dilarang di 
dalam Islam. Al-Qur‟an telah menyatakan dengan jelas bahwa hewan 
yang disembelih secara syariat Islam adalah hewan yang disembelih 
dengan menyebut nama Allah dan tidak ditujukan kepada berhala. 
Kriteria sembelihan yang halal ada lima yaitu dari segi orang yang 
menyembelih, dari segi alat yang digunakan untuk menyembelih, dari 
segi bagian yang disembelih, dari segi teknis menyembelih dan dari 
segi bacaan atau zikir yang disebutkan ketika menyembelih. Dari segi 
orang yang menyembelih maka ada dua syarat yang harus dipenuhi 
agar penyembelihan yang diterima. Syarat pertama yaitu agama, orang 
yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Syarat kedua 
yaitu penyembelih harus berakal. Oleh karena itu sembelihan anak 
kecil, orang gila dan orang mabuk tidak halal dimakan. Dari segi alat 
yang digunakan untuk menyembelih maka penyembelihan dipandang 
sah dengan menggunakan alat yang tajam baik berasal dari besi, batu 






Kriteria alat untuk menyembelih adalah alat tersebut dapat 
menumpahkan darah dan memutuskan urat leher dengan menggunakan 
bagian tajamnya bukan dengan berat alat tersebut. Dari segi bagian 
yang disembelih adalah bagian tubuh berupa leher bagian atas atau 
leher dekat dada. Dari teknis menyembelih maka penyembelihan harus 
memutuskan minimal dengan memutuskan tenggorokan dan salah satu 
dari urat lehernya, dan sempurnanya dengan memutuskan tenggorokan, 
kerongkongan dan dua urat lehernya. Dari segi bacaan atau zikir yang 
disebutkan ketika menyembelih adalah menyebut bismillah ketika 
menyembelih. Hewan yang sekalipun dagingnya halal bila tidak 
disembelih menurut aturan syariat maka ia tidak dibenarkan untuk 
dikonsumsi. Demikian juga produk-produk yang memanfaatkan hewan 
sembelihan namun hewan sembelihan tersebut tidak dilakukan secara 
syariat Islam maka ia juga termasuk kategori tidak dibenarkan untuk 
dikonsumsi.32 Dibalik aturan-aturan Islam terdapat hikmah yang luar 
biasa, penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan 
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menghasilkan daging yang higenis, berkualitas dan yang paling penting 
lagi yaitu memperoleh makanan yang diridhoi oleh Allah.33 
Dalam memperoleh makananan tentunya kita mengeluarkan harta 
kita, harta yang kita keluarkan ini tentunya harus diperoleh secara halal 
bukan dengan cara yang batil karena harta yang diperoleh secara batil 
tentu hukumnya haram hal ini diperkuat dengan dalil al-qur’an dalam 
surah al-baqarah ayat 188 yang berbunyi: 
 ِلاَوَْمأ ْنِم ااقيَِرف اُولُْكَأتِل ِماَّكُحْلا ىَِلإ اَِهب اُولُْدتَو ِلِطَابْلاِب ْمَُكنَْيب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت لًَو 
 َنوَُملَْعت ُْمتَْنأَو ِْمثلإِاب ِساَّنلا 
 
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam hal makanan 
dapat dikategorikan kehalalannya kedalam dua pengertian yaitu halal 
dalam mendapatkannya dan halal dari substansi barangnya. Makanan 
yang pada dasar zatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan 
haram seperti hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan 
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perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah  status 
hukumnya menjadi makanan haram.34 
Syarat makanan halal didasarkan pada bahan baku yang digunakan, 
bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas 
produk makanan. Pada produksi makananan halal hendaknya bahan 
baku yang digunakan tidak mengandung babi dan bahan yang berasal 
dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti 
bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran 
dan lain sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang 
disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat 
penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak 
boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang 
yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata 
cara yang diatur dalam syari’at Islam, semua makanan dan minuman 
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C.   PENGARUH MAKANAN HALAL DAN HARAM 
Sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam memilih 
makanan, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang 
ini kehalalan dan kesucian produk pangan yang dibuat oleh industri 
tidak dapat diketahui secara jelas, bisa jadi yang diproduksi dan yang 
kita konsumsi terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat 
yang berasal dari bahan yang haram. Makanan yang kita makan dapat 
mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di 
hadapan Allah baik di dunia maupun diakhirat. 
Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia yaitu akan 
dijadikan Allah seorang yang makbul do’anya, satu suapan memakan 
makanan haram maka tidak akan diterima amal selama empat puluh 
hari, makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan 
merusak juga bagi akal budi. Makanan haram akan mempengaruhi jiwa 
dan menyebabkan mimpi yang buruk. Makanan yang halal dan baik 
sangat besar pengaruhnya kepada jiwa yaitu  membuat jiwa jadi tenang. 
Ibadah tidak akan diterima Allah jika di dalam perut masih ada 
makanan haram. Makan akan membuat badan menjadi kuat, sehat, 
pikiranpun terbuka dan rasa syukur kepada Allah bertambah mendalam. 





menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. 
Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada 
harta yang baik dan halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi 
tubuh, da pengaruhi jalan otak berfikir.36 
Mengonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib dalam Islam 
segala sesuatu jika diniatkan dengan ikhlas serta dilakukan sesuai 
syariat maka dianggap sebagai suatu ibadah termasuk makan jika 
diniatkan sebagai suatu aktifitas ibadah maka insya Allah kita akan 
memperoleh ganjaran berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan 
ibadah yang kita lakukan.37  
Kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram 
antaranya yaitu menimbulkan dosa karena melakukan perbuatan yang 
dilarang. Memperoleh murka dan azab dari Allah, yaitu mendapat siksa 
dari Allah dan masuk neraka. Bahaya bagi kesehatan jasmani, yaitu 
munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. Bahaya bagi kesehatan 
ruhani, yaitu kerugian spiritual seperti dilanda berbagai kesusahan di 
                                                          




35%2F34&usg=AOvVaw0sezhus6NXm5Bo-6bRB8zX, diakses pada tanggal 27 Juni 
2018 pukul 21:18. 
 37Dr. Ir.M. Nadratuzzaman Hosen, Halal Sebagai Tema Dakwa, Jakarta: 





dalam kehidupan, terhalangnya ilmu, hati menjadi gelap karena dosa 

















                                                          
 38M. Rusli Amin, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan 








BIOGRAFI MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
A. SEJARAH PEMBENTUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para 
ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk 
membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh 
Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 
H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil 
Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung 
pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H/ 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai 
Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselengarakan oleh sebuah panitia 
yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 
tanggal 1Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn. H. Soedirman dan 
Tim Penasehat yang terdiri dari Prof.Dr. Hamka, K.H. Abdullah 
Syafe’i dan K.H.M. Syukri Ghazali. 
 Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu’ama dan 
cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM 






terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia, 10 orang 
ulama yang merupakan unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat, NU, 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI. Al- Washliyah, Math'laul 
Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al- Ittihadiyyah, 4 
orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 
13 orang ulama undangan perorangan.39 
Latar belakang terbentuknya Lembaga Majelis Ulama Indonesia ini 
diprakarsai oleh Presiden RI H.M. Soeharto. Pada waktu itu pemerintah 
melihat bahwasanya di negara lain mempunyai suatu lembaga yang 
bisa memberi fatwa seperti negara malaysia dan lainnya, selain itu juga 
di Indonesia ini terdiri dari berbagai organisasi dan paham. Jika ada 
tamu atau undangan dari luar negeri siapa yang mewakili umat Islam 
jika organisasi atau paham ini tidak bersatu maka dari pemerintah 
mempunyai inisiatif perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Pada 
saat itu yang terlebih dahulu di bentuk Majelis Ulama Indonesia tingkat 
Provinsi seluruh Indonesia atas perintah Presiden kepada Menteri 
                                                          






dalam Negeri setelah itu membuat surat edaran kepada seluruh 
Guburnur Indonesia untuk membentuk majelis ulama indonesia.40 
Menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali dengan berdirinya Majelis Ulama 
Indonesia, yang selain di Pusat juga berdiri di Daerah Tingkat I dan 
Tingkat II maka akan semakin terbina persatuan dan kesatuan yang 
dengan itu makin mudahlah para ulama menyatukan fikiran, pendapat 
dan langkah diantara ummat Islam sendiri serta akan berangsur-angsur 
terkikis suasana curiga mencurugai antara para ulama dan pemerintah 
sehingga dengan demikian akan lebih mudah pemerintah dan rakyat 
menyatukan pendapat dan langkah untuk berbuat segala sesuatu untuk 
kepentingn Bangsa dan Negara Indonesia.41 
 
B.   PERAN DAN FUNGI MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Tujuan didirikannya MUI adalah ikut serta mewujudkan 
masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah 
sesuai dengan Pancasila, dan Undan-Undang Dasar.Berdasarkan Surat 
Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: 
Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan atau 
                                                          
 40Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis 
Ulama Indonesia, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di kantor MUI Provinsi Sumatera 
Selatan. 
 41Sumber dokumentasi Sekretariat MUI: Piagam Berdirinya MUI tahun 





Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah 
Tangga Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia 
mempunyai beberapa peran utama diantaranya yaitu sebagai pewaris 
tugas-tugas nabi untuk mewujudkan kehidupan yang arif dan bijaksana 
berdasarkan syariat Islam. 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai lembaga pemberi fatwa 
baik diminta maupun tidak diminta. Majelis Ulama Indonesia 
mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia 
yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi 
keagamaannya. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan 
umat (Khadim al-Ummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat 
luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Majelis 
Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan 
memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam 
hubungannya dengan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia berperan 
sebagai pelopor islah yaitu gerakan pemurnian Islam serta tajdid yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat 
menempuh jalan Tawfîq (kompromi) dan Tarjih (mencari hukum yang 





persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia. Majelis Ulama 
Indonesia sebagai wadah untuk menegakkan kebenaran sebagai 
kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan 
istiqomah.42 
Menurut Ichwan Syam, Majelis Ulama Indonesia mempunyai 
beberapa fungsi di antaranya yaitu sebagai wadah musyawarah para 
Ulama, cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan 
mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan 
aspiratif, sebagai wadah silaturahmi para ulama cendekiawan muslim 
untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, sebagai wadah 
yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat 
beragama, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, 





                                                          
 42Agus Mahfudin, Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa, 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358673&val=8227&title=Majeli
s%20Ulama%20Indonesia%20Dan%20Metode%20Fatwa,diakses pada tanggal 14 
juli 2018 pukul 22:42. 
 43M. Ichwan Syam, Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI, Jakarta: 





C.   SUSUNAN KEPENGURUSAN MUI PROVINSI SUMATERA 
  SELATAN 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di bentuk pada 
awal tahun 1975 dengan mekanisme periode penggantian kepengurusan 
yaitu 5 tahun yang sekarang ini jumlah pengurusnya ada 136 orang 
yang terdiri dari  dewan pertimbangan, dewan pimpinan harian dan 
komisi-komisi. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan 
sekarang ini beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 88 Palembang 
30126. Adapun susunan kepengurusannya Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-20021 yaitu sebagai 
berikut: 
I. Dewan Pertimbangan 
Ketua  : dr. H. Burlian Abdullah 
Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Shobur, SH, MM 
Wakil Ketua : H. Mukti Sulaiman SH, MH 
Wakil Ketua : 1. Drs. H. Ahmad Najib SH, MH 
2. Drs. H. Salim 
3. Drs. H. Najib Haltami, MM 
4. Dr. H. Budiarto Masrul SE, M.Si  





6. H. Taufik Rahman, SH 
II. Dewan Pimpinan Harian 
Ketua Umum  : Prof. Dr. KH. Aflatun Mukhtar, MA 
Wakil Ketua Umum : Drs. H. Amri Siregar, MA 
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag 
Ketua    : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, MA 
Ketua   : Drs. H. Saim Marhadan, M.Pd.I 
Ketua    : H. Azhari Ali, BA 
Ketua   : H. Yunus Ciknang, SE 
Ketua   : Dr. H. M. Syahirman Yusi, SE, M.Si 
Ketua   : Dra. Hj. Elly Manizar, M.Pd.I 
Sekretaris Umum : H. Ayik Farid, BA 
Sekretaris   : Drs. H. Teguh Sobri 
Sekretaris   : H. Deni Priansyah, M.Pd.I 
Sekretaris   : Mahmud Jamhur, SP 
Sekretaris   : Mahmudin, S.Ag, M.Si 
Bendahara Umum : H. Hendri Zainudin, S.Ag 
Bendahara  : H. Sukiman, Hs44 
                                                          





Selain susunan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi 
Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2002 terdapat juga susunan dan 
personalia kepengurusan komisi-komisi dewan pinpinan Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2021 yang 
terdiri dari 12 komisi diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1. Komisi Fatwa 
Ketua  : KH. Amin Dimyati Hamzah, SH 
Wakil Ketua : KH. Novrizal Nawawi, Lc, M.Pd.I 
Sekretaris : Drs. KH. Isa Anshari Muta’al, Lc, MA 
Anggota : Prof. Dr. Izomiddin, MA 
Anggota : Drs. KH. Syarifuddin Ya’kub, M.HI 
Anggota : Ahmad Ghazali, Lc, MA 
Anggota  : Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I 
Anggota : Nurkholis, S.Ag, M.Pd.I 
Anggota : Drs. H. Abdul Wahab, M.Pd.I 
Anggota : Gus Ali Muchsin 
Anggota : Drs. H. A. Mahir Mallawi, M.H.I 
Anggota : Kiki Mikail, MA 
2. Komisi Ukhuwah 





Wakil Ketua : H. Mustofa, S.Ag, M.Pd.I 
Sekretaris : Dr. H. Kms. Badaruddin, M.Ag 
Anggota : H. Abdul Basyid, Lc 
Anggota : Drs. H. M. Husin, MD 
Anggota : Drs. H. Abu Hanifah 
Anggota : Dr. KH. Syaiful Hadi, BA 
Anggota : Drs. H. M. Sanan 
Anggota : Drs. H. Mukhlis 
Anggota : Idham, S.Ag 
3. Komisi dakwa 
Ketua   : Drs. KH. Mohd. Lutfi Izzudin, MA 
Wakil Ketua : Drs. H. Hermansyah, M.Ag 
Sekretaris : Drs. H. Imron Rosyidi 
Anggota : H. Muchlis Mansur 
Anggota : H. Ahmad Saleh Syakni, Lc, MA 
Anggota : Ahmad Naufal, S.Ag 
Anggota : H. Cik Mid Kipar, SH 
Anggota : Drs. H. Asnal Olon 
Anggota : Drs. H. Syamsuddin Sadiman 





Anggota : Suryadi Ibnu, S.Ag 
Anggota : Drs. Syamsudin, M.Ag 
4. Komisi Pendidikan dan Kader 
Ketua  : H. Hendra Zainudin, M.Pd.I 
Wakil Ketua : Dr. Fajri Ismail 
Sekretaris : H. Ali Imron, S.Ag, M.Ag 
Anggota : Drs. Ahmad Syaifuddin, M.Pd.I 
Anggota : Dr. Hj. Nyimas Anisa Muhammad, MA 
Anggota : Drs. H. Zakaria Rahman, M.Pd.I 
Anggota : Dra. Hj. Yuslinar, M.Pd.I 
Anggota : Sastra Kumbara, S.Pd.I 
Anggota : Drs. H. Abdullah Matjik, SH, M.Pd 
5. Komisi pengkajian 
Ketua  : Prof. Dr. Risan Rusli, M.Ag 
Wakil Ketua : Drs. Abu Hanifah Tusin, M.Ag 
Sekretaris : Drs. H. Kailani Mustofa, M.Pd.I 
Anggota : Drs. H. A. Karim Subki 
Anggota : Dr. Abdullah Gofar, SH 
Anggota : Dr. Edison Saifullah 





Anggota : Kms. H. Andi Syarifuddin, S.Ag 
Anggota : Ir. Ali Akbar 
6. Komisi Ekonomi 
Ketua  : H. Saekan M Noer, SH, MM 
Wakil Ketua : Drs. Umar Husin 
Sekretaris : H. Basyaruddin, SE, Ak, M.Si 
Anggota : Hj. Marlina Widyanti, SE, SH, MM, Phd 
Anggota : Drs. M. Ridwan Sidik 
Anggota : Junaidi, SE, MM 
Anggota : M. Sidik, ME, Sy 
Anggota : Dr. Maftuhatus sholihah, M.Ag 
Anggota : Al-Abror, SE 
7. Komisi Hukum dan Perundangan 
Ketua  : Dr. H. Zen Zanibar M.Z, SH, MH 
Wakil Ketua : Dr. Hj. Sri Swatuniyati, SH, MH 
Sekretaris : Davis, SH, M.Hum 
Anggota : Ahmad Dasuki, SH, MH 
Anggota : Dr. K. A. Bukhari, M.Hum 
Anggota : Ahmad Hassan, SH 





Anggota : Fahri Akbar, SH 
Anggota : Yogi Vitagora, SH 
Anggota : M. Irawadi, SH, MH 
Anggota : Helyadi, SH, MH 
8. Komisi Informatika dan Media Massa 
Ketua  : Drs. Syafik Gani 
Wakil Ketua : Dr. Yen Rizal 
Sekretaris : Saefuddin Latif, S.Ag, M.Si 
Anggota : Drs. H. Bangun P Lubis M.Si 
Anggota : H. Harry Madkona S. TTP, M.Si 
Anggota : Agung Dwipayana, S.Sos 
Anggota : Juzep Imelza, ST 
Anggota : Dr. Imron Supri Supriadi, S.Ag 
Anggota : Drs. H. Aminoto M Zen, MM 
Anggota : Hariono, SP. MAP (H) 
9. Komisi Kerukunan Umat Beragama 
Ketua  : Drs. H. Koymudin, SH, MH 
Wakil Ketua : Mugiono, M.Pd.I 
Sekretaris : H. Anwar Manshuri, SH 





Anggota : Aristopahan Firdaus, M.Si 
Anggota : Dra. Anisatul Mardiah, M.Si 
Anggota : Drs. Nuhdie Alwi 
Anggota : Zaki Faddad, M.Si 
10. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga 
Ketua  : Dr. Hj. Sri Hapsari Prihatini, M.Si 
Wakil Ketua : Dra. Hj. Aminah Ramlan, MM 
Sekretaris : Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, M.Si 
Anggota : Dr. Hj. Ummiyati Idris, SE, M.Si 
Anggota : Dra. Msy. Sofiah Anisah 
Anggota : Dra. Dalinur M. Nur, MM 
Anggota : Dra. Khoriyati, S.Ag, M.Pd.I 
11. Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam 
Ketua  : Drs. H. Mardhi Abdullah, M.Pdi 
Wakil Ketua : Musyawir M, S.Ag 
Sekretaris : Reza Pahlevi, M.Si 
Anggota : Ir. Muhaimin  
Anggota :Sayid Habiburahman, M.Pd.I 
Anggota : Dr. Yulia Tri Samiha 





Anggota : Drs. H. Syahabudddin Zuhri, M.H.I 
12. Komisi Hubungan Kerja Sama Ulama dan Umaro’ 
Ketua  : H. Opi Palopi, S.Ag, M.Ag 
Wakil Ketua : Muhtarom, M.Ag 
Sekretaris : Ir. Yordan Hasan M.Kom 
Anggota : Dr. H. Marsaid, MA 
Anggota : H. M. Arifin 
Anggota : Drs. Muhmmad Zaki Syahab 
Anggota : Drs. H. Ardi Husin 
Anggota : H Iskandar Aziz, S.sos 













PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 
 
A. MEKANISME FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 
TENTANG SERTIFIKASI HALAL 
Dalam ilmu ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan 
seorang mujtahidatas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam 
suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan 
mujtahid tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa 
tersebut tidak mempunyai daya ikat.45Tindakan memberi fatwa disebut 
futya atau ifta’, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi 
nasehat.Pihak yang memberi fatwa disebut mufti, sedangkan pihak 
yang meminta disebut al-Mustfti. Peminta Fatwa bisa berupa 
perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.46 
Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai 
masalah keagamaan yang berlaku untuk masyarakat. Penetapan fatwa 
dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi 
                                                          
 45Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6, Jakarta: Ichtiar  
Baru van Hoeve, Cet ke-7, 2006, hlm 326. 
 46Kafrawi Ridwan, dkk, ed, Ensiklopedia Islam, jilid, Jakarta: PT. Ichtiar 






Fatwa. Adapun metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia  
dalam menetapkan fatwa diantaranya yaitu setiap keputusan fatwa 
harus berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis serta tidak bertentangan 
dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan 
Hadis maka keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan 
Ijmak, Qiyas, yang mu’tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti 
Ihtisan dan Maslahah Mursalah. Sebelum pengambilan keputusan fatwa 
hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, 
baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang 
berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda 
pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan 
diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.47 
Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai 
masalah syari’ah secara umum, baik dalam bidang agama, ibadah, 
akidah dan akhlak. Kewenangan penetapan fatwa juga meliputi faham 
keagamaan yang muncul dimasyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, 
masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang 
terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
masalah ekonomi syari’ah. Penetapan fatwa terhadap produk berskala 
                                                          
 47Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa 





nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan 
penetapan berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia 
daeerah.48 
Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya 
terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI 
(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) 
mengeluarkan rekomendasi sertifikasi halal bagi setiap produsen yang 
berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pada 
prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali 
yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang 
disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang 
diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman 
beralkohol).49 
Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan 
hasil pemeriksaan (auditing) oleh auditor halal dan telah melalui proses 
evakuasi dalam rapat auditor LP POM MUI (Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika). Laporan hasil audit 
                                                          
 48Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, Pedoman dan Prosedur Penetapan 
Fatwa, http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PEDOMAN-PENETAPAN-
FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf,diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 
22:01. 
 49Hj. Aisjah Girinda, Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal. Jakarta: 





disampaikan oleh Direktur LP POM MUI (Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) dalam sidang pleno komisi. 
Dalam bidang keahlian fikih secara khusus, seperti proses 
penyembelihan dan proses pensucian, auditor halal dalam menjalankan 
tugasnya disertai oleh komisi fatwa. Setifikasi halal dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh 
Komisi Fatwa.50Adapun pengertian serfifikasi halal adalah fatwa 
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui 
keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu 
produk berdasarkan proses audit atau pengertian lainnya dari sertifikasi 
halal adalah sertifikasi terhadap suatu produk baik makanan, minuman, 
obat-obatan dan kosmestika.51 
Prosedur dan mekanisme sertifikasi halal serta penetapan fatwa 
halal oleh Majelis Ulama Indonesia akan di jelaskan secara rinci 
sebagai berikut52 yaitu Majelis Ulama Indonesia memberikan 
pembekalan kepada para auditor LP POM (Lembaga Pengkajian 
                                                          
 50Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, Pedoman dan Prosedur Penetapan 
Fatwa, http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PEDOMAN-PENETAPAN-
FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf,diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 
22:04. 
 51Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis 
Ulama Indonesia, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di kantor MUI Provinsi Sumatera 
Selatan. 
 52Disampaikan oleh Mahmudin pada seminar Nasional, Prosedur Sertifikasi 





Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) tentang standart penetapan 
produk halal. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-
pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Adapun 
pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan adminitrasi 
termasuk bukti-bukti pembelian bahan dan pemeriksaan secara seksama 
terhadap barang baku, barang tambahan dan bahan penolong. Bahan-
bahan tersbut diteliti, jika terdapat bahan yang meragukan (dicurigai 
mengandung bahan haram atau terdapat unsur najis) maka untuk 
mendapatkan kepastian hukumnya dilakukan uji laboratorium oleh LP 
POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika). 
Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan 
lebih dari satu kali bahkan auditor LP POM (Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) memberikan saran agar 
dilakukan penggantian bahan yang meragukan dengan yang 
bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari lembaga 
lainnya yang berkompeten jika perusahaan tersebut tetap mendapatkan 
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hasil pemeriksaan atau 
audit oleh auditor LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 
dan Kosmestika) tersebut dituangkan dalam dokumen audit yang 





dibahas dalam rapat komisi fatwa. Dalam rapat Komisi Fatwa, pihak 
LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) 
menyampaikan dan menjelaskan isi dukumen audit yang kemudian 
dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat komisi. 
Suatu produk yang masih mengandung bahan yang jelas 
diharamkan atau diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti yang 
tidak transparan oleh komisi rapat maka dikembalikan ke LP POM 
(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmestika) untuk 
dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang 
bersangkutan. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh 
peserta rapat, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi tersebut. 
Hasil rapat dituangkan kedalam Surat Keputusan Fatwa Produk Halal 
yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisis fatwa yang 
selanjutnya oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 
dan Kosmestika) diterbitkan sertifikasi halal yang ditandatangani oleh 
Komisi Fatwa, Ketua LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmestika Majelis Ulama Indonesia) dan Ketua 





B. PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI 
SUMATERA SELATAN  TERHADAP PRODUK PANGAN 
IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 
pembuatan makanan atau minuman. Impor Pangan adalah kegiatan 
memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik 
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 
atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas 
kontinen.53 
Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan 
wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan 
pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak 
                                                          





dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit 
keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat 
bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, 
tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan 
Olahan, dan asal usul bahan Pangan tertentu.54 Pada kenyataannya 
masih banyak sekali kita jumpai produk pangan impor yang belum 
bersertifikasi halal yang beredar di sekitar kita, akan tetapi terdapat 
juga beberapa produk pangan impor yang sudah bersertifikasi halal. 
Tabel 4.1 
Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal 
No Merek Produk Negara Produksi Lokasi Sampel 
1 Sunkist Thailand Transmart 
2 Salted Pistachios Dubai, UAE Transmart 
3 Shin Cup  Singapore Transmart 
4 Gao Tang Mee 
Suah 
China Transmart 
5 Noodle Kimchi Korea Transmart 
6 Jjajang Men Korea Transmart 
7 Sautao Shicuan 
Noodle 
China  Trasnmart 
                                                          





8 Baifa Plain 
Noodle 
China  Transmart  
9 Tom Kha Khai Thailand Trasmart  
10 Viet Rice Noodle Vietnam Transmart  
11 Tom Yam Paste Thailand Transmart 
12 Lotte Milki Korea PS Mall 
13 Bickfords Australia  PS Mall 
14 Waterthins  Australia  PS Mall 
15 Pei Tien Krekers Taiwan PS Mall 
16 Lotte Custard Korea PS Mall 
17 Master Kim Malaysia PS Mall 
18 Pringles  Amerika Serikat PS Mall 
19 Blue Diamond Thailand  PS Mall 




Produk Pangan Impor Yang Sudah Bersertifikasi Halal 
 
No  Merek Produk Negara Produksi  Keterangan 
1 Hot Chiken Extreme  Korea Transmart 
2 Fruit Jam 
Marshmallow 
China  Indomaret 
3 Mogu Mogu Thailand Indomeret  
4 Pocky Thailand  Indomaret  
5 Samyang Green Korea Indomaret  






7 Kit Kat Malaysia Indomaret 
8 Naraya out Chocho China Indomaret  
9 Snickers China Indomaret 
10 Cadbury Dairy Milk 
Oreo 
India  Indomaret 
 
Pangan yang belum bersertifikasi halal hukumnya ada dua yaitu 
haram dan syubhat sebelum ada sertifikasi dari Majelis Ulama 
Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menganjurkan kepada masyarakat 
untuk mempunyai peradaban kehalalan. Peradaban kehalalan yang 
dimaksud ialah masyarakat harus bisa memilih makanan halal dan 
menolak makanan haram mengingat bahayanya makanan haram bagi 
tubuh manusia. Dengan adanya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan 
produk halal maka diharapkan bahwasanya pemerintah bisa 
memaksakan semua perusahaan industri pangan, obat-obatan dan 
kosmestika supaya memproduksi yang halal atau meminta sertifikasi 
halal dari lembaga halal yang ada. Setelah UU No 33 tahun 2014 
tentang jaminan produk halal ini berlaku maka pemerintah mempunyai 
badan di tingkat pusat. Adapun badan tersebut yaitu badan jaminan 
produk halal, selain di tingkat pusat nanti akan ada juga di tingkat 
provisni seperti lembaga penjamin halal  yang bisa didirikan oleh 





sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia dan untuk bisa dinyatakan halal 
harus berdasarkan hasil rapat komisi fatwa. 55 
UU Jaminan Produk Halal disetujui rapat paripurna DPR pada 25 
September 2014 dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) pada 17 Oktober 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal ini 
disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun UU ini dapat di 
terapkan pada tahun 2019 nanti hal ini dikarenakan UU tersebut 
berlaku setelah 5 tahun dari tanggal disahkan.56  
Saat ini produk pangan impor sudah banyak dijumpai di Indonesia  
dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun 
bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Namun tidak 
semua produk pangan impor ini jelas mencantumkan label halal. 
Majelis ulama Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk mensidak 
apalagi memberikan sanksi dikarenakan belum adanya payung hukum. 
Majelis Ulama Indonesia hanya memberikan pencerahan dengan fatwa 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan ialah 
pemerintah karena pemerintah mempunyai kekuatan dalam hal 
                                                          
 55Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis 
Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di 
kantor MUI Provinsi Sumatera Selatan. 
 56http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal 





tersebut. Adapun kita sebagai masyarakat hendaknya mempunyai 
kepedulian tentang hal tersebut apabila menemukan produk pangan 
impor yang belum bersertifikasi halal, hendaknya kita melaporkan ke 
polisi agar dapat di usut hingga tuntas. Oleh karena itu penting adanya 
undang-undang namun sayangnya kembali lagi undang-undang tersebut 
belum dapat berlaku pada saat ini.57 
Benar adanya produk pangan impor yang belum berstatus halal dan 
ada juga produk pangan impor yang statusnya halal baik dari sifatnya, 
halal dari maknanya dan halal dari jaminan-jaminan produknya. Namun 
jika kita menyikapi persoalan dari luar yang belum bersertifikasi halal 
maka dianjurkan kepada pihak pemerintah agar permasalahan bisa 
segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yang 
bersangkutan agar segera melakukan kajian halal yang tentunya 
melakukan kontrol pengawasan yaitu Majelis Ulama Indonesia itu 
sendiri akan tetapi anjuran itu melalui pemerintah karena yang 
mempunyai kewenangan dalam kalangan umum itu peran pemerintah, 
peran Majelis Ulama yaitu mengenai dalil-dalil. Jadi tetap diawasi dan 
dianjurkan agar segera menindak lanjuti kajian halal. Kajian halal 
                                                          
 57Hasil wawancara dengan bapak Mahmudin, S.Ag, M.Si sebagai sekretaris 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 





bukan berarti menuju kearah sertifikasi halal. Arti kajian halal yaitu 
yang belum halal jangan diberlakukan dahulu atau yang sudah halal 
tapi kadaluarsa itu halal tapi tidak tayyib maka itu tatap dilakukan 
kajian halal untuk mengurus sertifikasi halal.58 
Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan 
sebagai organisasi masyarakat mengatakan bahwa produk pangan 
impor yang belum bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua 
yaitu haram apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur 
yang di larang oleh syariat Islam. Syubhat karena produk pangan yang 
di impor dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal 
namun dari cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan 
syariat Islam dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara 





                                                          
58Hasil wawancara dengan KH. Amin Dimyati Hamzah, SH sebagai Ketua 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 









Majelis Ulama Indonesia dapat mengeluarkan sertifikasi halal 
apabila adanya laporan dan permintaan dari pihak perusahaan untuk 
melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Apabila pihak 
perusahaan tidak meminta untuk dikelurkan sertifikasi maka Majelis 
Ulama Indonesia tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal untuk 
produk tersebut.  
Menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan 
sebagai organisasi masyarakat mengatakan bahwa produk pangan 
impor yang belum bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua 
yaitu haram apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur 
yang di larang oleh syariat Islam. Syubhat karena produk pangan yang 
di impor dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal 
namun dari cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan 
syariat Islam dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara 










 Dengan adanya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk 
halal maka diharapkan kepada pemerintah agar memaksakan semua 
perusahaan industri pangan, obat-obatan dan kosmestika supaya 
memproduksi yang halal atau meminta sertifikasi halal dari lembaga 
halal yang ada. Sangat diharapkan kepada Pemerintah agar Undang-
undang ini dapat terealisasi guna keamanan dan kenyamanan 
masyarakat terutama yang beragama Islam dalam hal pangan, obat-
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